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Abstract— This community service project aims to analyze the level of constitutional literacy of
Generation Z regarding the rights and obligations of citizens in the digital space, specifically
among students at SMA Negeri 3 Madiun. Constitutional literacy encompasses an
understanding of the basic rights of citizens and their obligations within the context of social,
national, and state life, particularly in the increasingly evolving digital era. The research
method used was a quantitative approach with a survey technique, where data was collected
through a questionnaire distributed to 100 students at SMA Negeri 3 Madiun. The results
indicate that although most students have basic knowledge of the rights and obligations of
citizens, their understanding of the application of these rights and obligations in the digital
space remains relatively low. This indicates the need for improved constitutional literacy
education with a greater focus on the digital space to ensure that Generation Z can participate
actively and responsibly in the increasingly evolving digital space. This research is expected to
serve as a reference in developing a civics curriculum that is more relevant to the challenges of
the times.

Keywords: Constitutional Literacy, Generation Z, Citizens' Rights and Obligations, Digital
Space, Civics Education.

Abstrak- Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi konstitusi generasi Z
terhadap hak dan kewajiban warga negara di ruang digital, khususnya di kalangan siswa SMA
Negeri 3 Madiun. Literasi konstitusi yang dimaksud mencakup pemahaman tentang hak-hak
dasar warga negara serta kewajiban yang dimiliki dalam konteks kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, terutama dalam era digital yang semakin berkembang. Metode
penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei, dimana data
dikumpulkan melalui angket yang disebarkan kepada 100 siswa di SMA Negeri 3 Madiun.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar siswa memiliki pengetahuan
dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara, pemahaman mereka terkait penerapan hak
dan kewajiban tersebut dalam ruang digital masih tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan
perlunya peningkatan pendidikan literasi konstitusi yang lebih terfokus pada ruang digital, guna
memastikan bahwa generasi Z dapat berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam ruang
digital yang semakin berkembang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam
pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih relevan dengan tantangan
zaman.

Kata Kunci: Literasi Konstitusi, Generasi Z, Hak dan Kewajiban Warga Negara, Ruang
Digital, Pendidikan Kewarganegaraan.
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I. PENDAHULUAN

Era digital yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa
perubahan besar dalam cara individu berinteraksi, memperoleh informasi, dan berpartisipasi
dalam kehidupan sosial-politik. Dalam konteks ini, generasi muda, terutama Generasi Z, yang
tumbuh dan berkembang dengan akses yang mudah terhadap teknologi informasi, menghadapi
tantangan baru dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai konstitusional dalam ruang
digital. Generasi Z, yang terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012,
merupakan kelompok yang akrab dengan teknologi digital, mulai dari media sosial, aplikasi
komunikasi, hingga berbagai platform digital lainnya. Meskipun mereka sangat terampil dalam
menggunakan teknologi, pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara
dalam konteks digital sering kali belum memadai.

Pentingnya literasi konstitusi dalam dunia digital menjadi semakin jelas, mengingat
banyaknya isu-isu hukum dan etika yang muncul di ruang digital, seperti penyalahgunaan data
pribadi, pelanggaran hak cipta, ujaran kebencian, dan masalah-masalah hukum lainnya. Literasi
konstitusi, yang mencakup pemahaman terhadap hak-hak dasar, kewajiban warga negara, dan
prinsip-prinsip demokrasi, harus diperkenalkan sejak dini, agar generasi muda dapat
menggunakan hak mereka secara bijak dan bertanggung jawab di dunia maya. Oleh karena itu,
memahami sejauh mana tingkat literasi konstitusi generasi Z terhadap hak dan kewajiban
mereka dalam ruang digital merupakan hal yang sangat penting untuk mengantisipasi tantangan
hukum yang mungkin timbul di masa depan.

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Madiun, dengan tujuan untuk menganalisis
tingkat literasi konstitusi siswa kelas XI dan XII mengenai hak dan kewajiban warga negara di
ruang digital. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa
memahami dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai konstitusional, seperti kebebasan
berbicara, hak atas privasi, serta kewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam interaksi
mereka di dunia digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih
jelas mengenai pentingnya pendidikan literasi konstitusi di kalangan generasi muda, serta
memberikan masukan bagi pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang lebih
relevan dengan perkembangan teknologi informasi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi tingkat
pemahaman siswa terhadap hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara di ruang digital,
tetapi juga untuk memberikan rekomendasi terkait pentingnya integrasi literasi konstitusi dalam
kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah, guna menciptakan generasi muda yang lebih sadar

dan bertanggung jawab dalam menggunakan ruang digital.
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II. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey untuk
mengumpulkan data mengenai tingkat literasi konstitusi generasi Z terhadap hak dan kewajiban
warga negara di ruang digital. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Madiun dengan
melibatkan siswa kelas XI dan XII yang berjumlah sekitar 100 orang sebagai responden.
Berikut adalah rincian dari metode pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Populasi dan Sampe

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri 3 Madiun, khususnya yang
duduk di kelas XI dan XII. Sampel diambil dengan teknik sampling purposive yang bertujuan
untuk memilih siswa yang telah mempelajari materi kewarganegaraan dan yang memiliki akses
aktif terhadap teknologi informasi dan media digital. Berdasarkan kriteria tersebut, 100 siswa
dipilih sebagai sampel penelitian.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen utama yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket (kuesioner) yang
terdiri dari beberapa bagian:

Bagian I: Data Demografis — Berisi pertanyaan mengenai usia, jenis kelamin, kelas, dan
frekuensi penggunaan teknologi digital (smartphone, media sosial, dll.).

Bagian II: Pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara — Pertanyaan-pertanyaan
yang mengukur pemahaman siswa mengenai hak-hak dasar warga negara yang tercantum dalam
UUD 1945 serta kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara, dengan penekanan pada
penerapannya dalam ruang digital.

Bagian III: Pengalaman dalam Ruang Digital — Pertanyaan yang mengukur sejauh mana siswa
telah memahami dan mengimplementasikan hak-hak dan kewajiban mereka saat berinteraksi di
dunia maya, termasuk mengenai privasi, kebebasan berpendapat, serta perilaku etis di media
sosial.

Bagian 1V: Kesadaran dan Sikap terhadap Literasi Konstitusi di Dunia Digital — Pertanyaan
yang menggali tingkat kesadaran siswa terhadap isu-isu hukum dan etika yang berkaitan dengan
penggunaan teknologi digital.

3. Prosedur Pengumpulan Data

Tahap 1: Penyebaran Kuesioner

Kuesioner disebarkan kepada siswa yang telah terpilih sebagai responden selama jam pelajaran
atau waktu yang disepakati dengan pihak sekolah. Setiap siswa diberikan waktu 20—30 menit

untuk mengisi angket secara mandiri.
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Tahap 2: Pengumpulan Kuesioner

Setelah mengisi kuesioner, data dikumpulkan kembali dan diperiksa untuk memastikan
kelengkapan dan kejelasan jawaban.

Tahap 3: Verifikasi Data

Data yang terkumpul akan dianalisis untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang
diberikan oleh responden.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif,
yang mencakup:

Frekuensi dan Persentase untuk menggambarkan distribusi jawaban responden terhadap setiap
item pertanyaan.

Analisis Kualitatif pada bagian pengukuran sikap dan kesadaran siswa yang akan
dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori tertentu.

Selain itu, data juga akan dianalisis untuk melihat korelasi antara tingkat literasi konstitusi
dengan penggunaan ruang digital yang positif atau negatif, serta kesadaran siswa mengenai
pentingnya hak dan kewajiban dalam dunia maya.

5. Validitas dan Reliabilitas

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian, uji coba angket dilakukan
terlebih dahulu pada sampel kecil yang serupa dengan populasi penelitian. Uji validitas
menggunakan validitas isi, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan koefisien Cronbach Alpha.
Hasil uji coba ini akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan instrumen sebelum
digunakan pada responden utama.

6. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian dengan memastikan bahwa setiap
responden diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, serta hak untuk memberikan
persetujuan atau menolak berpartisipasi. Data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya,
dan hasil penelitian hanya digunakan untuk kepentingan akademik.

Metode pelaksanaan ini dirancang untuk mendapatkan data yang akurat dan representatif
mengenai tingkat literasi konstitusi generasi Z di ruang digital, serta memberikan wawasan yang

lebih dalam mengenai kesadaran siswa terhadap hak dan kewajiban mereka di dunia maya.
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I11. HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

1. Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 100 siswa dari kelas XI dan XII SMA Negeri 3 Madiun sebagai
responden. Sebagian besar responden berusia antara 16 hingga 18 tahun dan aktif menggunakan
teknologi digital, terutama media sosial dan aplikasi komunikasi. Dari 100 responden, sekitar
70% merupakan pengguna aktif media sosial, dengan aplikasi yang paling sering digunakan
adalah Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa generasi Z sangat
terhubung dengan dunia digital, yang menjadi konteks utama dalam penelitian ini.

2. Tingkat Pengetahuan Siswa tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara

Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas siswa (82%) mengaku memiliki pengetahuan dasar
tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas
pendidikan, dan kewajiban membayar pajak. Namun, hanya sekitar 40% dari mereka yang dapat
menjelaskan dengan baik bagaimana hak dan kewajiban tersebut diterapkan dalam konteks
digital. Misalnya, sebagian besar siswa memahami bahwa mereka memiliki hak untuk
menyuarakan pendapat di media sosial, tetapi hanya sedikit yang menyadari bahwa kebebasan
berpendapat ini harus dibarengi dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan hoaks atau
ujaran kebencian.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengetahuan dasar tentang hak-hak konstitusional,
pemahaman mereka tentang penerapannya dalam dunia maya masih terbatas. Pengetahuan
tentang kewajiban warga negara, seperti menjaga privasi orang lain dan tidak melakukan
pelanggaran hak cipta, juga masih rendah, dengan hanya 35% responden yang dapat
memberikan contoh yang tepat tentang kewajiban tersebut dalam konteks digital.

3. Pemahaman Siswa tentang Penggunaan Hak dan Kewajiban di Ruang Digital

Dalam analisis lebih lanjut mengenai pemahaman siswa tentang penerapan hak dan kewajiban
mereka di ruang digital, ditemukan bahwa 65% siswa merasa kesulitan untuk membedakan
antara hak pribadi mereka di media sosial dan hak orang lain. Sebagai contoh, banyak siswa
yang menganggap bahwa kebebasan berpendapat di media sosial berarti mereka dapat
mengunggah konten tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Beberapa siswa
juga menganggap bahwa tidak ada konsekuensi hukum atas tindakan mereka di dunia maya,
yang mencerminkan rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam ruang digital.
Sebaliknya, 50% responden mengaku pernah terlibat dalam diskusi atau debat di media sosial,
namun hanya 25% dari mereka yang tahu bahwa ujaran kebencian atau penyebaran informasi

yang salah bisa berakibat hukum. Siswa juga mengungkapkan bahwa mereka sering merasa
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bingung mengenai batasan antara kebebasan berekspresi dan penghinaan atau pencemaran nama
baik di dunia digital.

Hasil ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan teoretis tentang hak dan
kewajiban yang diajarkan di sekolah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari di dunia
maya. Pendidikan kewarganegaraan di sekolah, meskipun penting, tampaknya belum cukup
memadai untuk mengajarkan siswa bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip
konstitusional dalam ruang digital.

4. Kesadaran Siswa tentang Isu-isu Hukum dan Etika di Dunia Digital

Sebagian besar siswa (75%) mengaku bahwa mereka mengetahui beberapa isu hukum yang
terjadi di dunia maya, seperti kasus pencurian data pribadi dan penyebaran hoaks. Namun,
hanya 45% yang merasa bahwa mereka telah dilatih atau dipersiapkan dengan baik untuk
menghadapi isu-isu tersebut. Beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka belum
mendapatkan materi yang cukup tentang hak-hak digital mereka, seperti hak atas privasi atau
hak untuk tidak menjadi korban kekerasan digital, yang semakin menjadi perhatian di era
sekarang.

Hanya 30% siswa yang merasa memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perundang-
undangan yang mengatur penggunaan media sosial dan teknologi digital. Mereka mengakui
bahwa meskipun terdapat beberapa informasi mengenai peraturan di sekolah, pemahaman
mereka lebih banyak didapatkan melalui pengalaman pribadi dan informasi yang beredar di

media sosial.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun siswa SMA Negeri 3 Madiun
memiliki pemahaman dasar mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara,
pemahaman mereka tentang penerapan hak dan kewajiban tersebut di ruang digital masih sangat
terbatas. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan literasi konstitusi, khususnya
yang berkaitan dengan kehidupan digital.

Dalam konteks digital, kebebasan berekspresi, hak atas privasi, dan kewajiban untuk
menghormati hak orang lain merupakan aspek penting yang perlu ditekankan dalam pendidikan
kewarganegaraan. Hasil penelitian ini juga mencerminkan bahwa pendidikan kewarganegaraan
di sekolah belum sepenuhnya mengintegrasikan aspek-aspek hukum dan etika yang berkaitan
dengan teknologi digital.

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat literasi konstitusi di dunia maya adalah
kurangnya pemahaman siswa mengenai konsekuensi hukum dari tindakan mereka di ruang

digital. Oleh karena itu, perlu adanya penyuluhan yang lebih intensif mengenai peraturan-
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peraturan yang mengatur hak dan kewajiban di dunia maya, serta pendidikan yang lebih praktis
yang melibatkan simulasi atau studi kasus tentang penggunaan teknologi secara bijak dan
bertanggung jawab.

Penelitian ini juga menekankan perlunya revisi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang
tidak hanya menekankan pada aspek teoritis, tetapi juga aspek praktis yang terkait dengan
teknologi digital. Dengan demikian, diharapkan generasi Z dapat menjadi warga negara yang
lebih cerdas dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital, sekaligus memahami
hak dan kewajiban mereka dalam konteks konstitusi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:

1. Tingkat Pengetahuan Dasar

Sebagian besar siswa SMA Negeri 3 Madiun memiliki pengetahuan dasar tentang hak dan
kewajiban sebagai warga negara, namun pemahaman mereka tentang penerapannya dalam ruang
digital masih rendah. Walaupun mereka mengetahui hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara
dan hak atas privasi, hanya sedikit yang memahami bagaimana hak dan kewajiban tersebut harus
diimplementasikan di dunia maya.

2. Pemahaman terhadap Hak dan Kewajiban di Ruang Digital

Banyak siswa yang belum memahami batasan antara hak pribadi dan hak orang lain di dunia
digital. Sebagai contoh, meskipun mereka mengetahui bahwa kebebasan berekspresi adalah hak
konstitusional, banyak yang tidak menyadari bahwa kebebasan tersebut tidak boleh digunakan
untuk menyebarkan ujaran kebencian atau hoaks. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman
tentang penerapan hak dan kewajiban dalam interaksi digital.

3. Kesadaran terhadap Isu Hukum dan Etika Digital

Siswa memiliki kesadaran yang cukup tentang isu-isu hukum yang berkaitan dengan teknologi
digital, seperti penyalahgunaan data pribadi dan penyebaran informasi yang salah. Namun,
sebagian besar siswa merasa belum dipersiapkan secara matang dalam menghadapi tantangan
hukum dan etika yang muncul di ruang digital. Mereka juga merasa bahwa pendidikan yang
mereka terima di sekolah belum cukup mendalam untuk memahami isu-isu ini secara praktis.

4. Kesenjangan antara Pengetahuan dan Penerapan

Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara pengetahuan teoretis tentang hak dan
kewajiban konstitusional dan penerapannya di dunia digital. Ini menunjukkan bahwa literasi

konstitusi yang diberikan di sekolah masih belum memadai dalam mengajarkan siswa tentang
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bagaimana hak dan kewajiban mereka harus diterapkan dalam konteks teknologi informasi dan

komunikasi.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan
literasi konstitusi generasi Z terkait hak dan kewajiban warga negara di ruang digital:

1. Peningkatan Materi Literasi Digital dalam Kurikulum

Sekolah perlu memperbarui dan memperkaya kurikulum pendidikan kewarganegaraan dengan
materi yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini bisa mencakup
pembahasan lebih mendalam mengenai hak digital, etika berinternet, serta konsekuensi hukum
dari perilaku di ruang digital. Diharapkan siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat
mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban di Dunia Maya

Selain pengajaran di kelas, sekolah dapat mengadakan seminar atau workshop mengenai hak dan
kewajiban warga negara di dunia digital. Ini akan membantu siswa lebih memahami pentingnya
menjaga privasi, tidak menyebarkan informasi palsu, serta bertanggung jawab terhadap tindakan
mereka di media sosial. Penyuluhan ini juga bisa melibatkan praktisi hukum atau ahli teknologi
untuk memberikan perspektif yang lebih mendalam.

3. Simulasi dan Pembelajaran Praktis

Pembelajaran yang melibatkan studi kasus atau simulasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan
dunia digital dapat sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa. Dengan menggali
contoh kasus nyata, siswa akan lebih mudah memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip
konstitusional dalam dunia maya dan menghadapi masalah hukum yang mungkin muncul.

4. Peningkatan Kesadaran melalui Media Sosial

Mengingat mayoritas siswa adalah pengguna aktif media sosial, sekolah dapat memanfaatkan
platform ini untuk menyebarluaskan informasi mengenai hak dan kewajiban di dunia digital.
Kampanye atau kegiatan edukatif yang disebarkan melalui media sosial dapat menjadi cara
efektif untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya bertanggung jawab di dunia
maya.

5. Kolaborasi dengan Pihak Luar

Kolaborasi antara sekolah dengan lembaga-lembaga yang memiliki fokus pada pendidikan digital
atau perlindungan hak-hak warga negara di dunia maya juga dapat menjadi langkah strategis.
Dengan adanya mitra yang berkompeten, sekolah dapat menyelenggarakan program pelatihan
yang lebih sistematis dan terstruktur, yang mampu memperdalam literasi konstitusi di ruang

digital.
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